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Bayar Tunggakan Sertiﬁkasi Guru

Sambungan dari halaman 16

dibayarkan. Ta akan men-
desak pemerintah daerah
agar uang yang tersimpan
bisa segera dibayarkan untuk
sertifikasi. “Kami meminta
kepada pihak terkait segera
menyelesaikan urusan ini,’
katanya. :

Kepala Dinas Pendidikan
danKebudayaan ProvinsiKal-
bar, Alexius Akim membantah
tentang pengendapan dana
(dana tersimp an)untuk pem-
bayaran tunjangan sertifikasi
guru. “Bukan mengendap,
tetapi sulit dilakukan pemba-
yaran,” kata Akim, kemarin.

Menurut Akim, pihaknya

tidak mau dikabarkan sebagai .

pihak yang tidak bisa mem-
bayarkan dana sertifikasi.
“Bukan masalahnya tidakbisa
dibayarkan. Memang tidak

ada rumusnyauntuk memba-

Jamenjelaskanuntukmem-
bayar tunjangan sertifikasi
guru, harus menambah Rp4
miliar dalam satubulan. Apal-
agi jika harus membayar dua
bulan, anggarannya menjadi
lebih besar. :

Akim menyatakan dirinya
telah meminta kepada Kepala
Dinas Pendidikan kabupaten

~ dankotaagarsegeramengem-

balikan dana yang tidak bisa
digunakan untuk melakukan
pembayaran tersebut kepada
kas negara, sesuai anjuran
Badan Pemeriksa Keuangan
RL “Ini sudah kami lakukan,
karena tidak ada aturan yang
mengatakan bisa memba-
yar setengah bulan: Ini per-
masalahan,” katanya. -
Akim menambahkan per-

_ soalan lainnya adalah adanya

rekening guru Kalbar yang
dibukakan di Jakarta. “Jangan

_ sampaimunculpikirannegatif

but,” katanya.

Wali Kota Pontianak; Su-
tarmidji meminta tunjangan
sertifikasi guru’ tidak masuk
ke dalam APBD. Masuknya
tunjangan tersebut ke da-
]Jam APBD akan membebani
pemkot, terutama untuk be-
lanja tidak langsung. “Akam
membebanikitauntukbelanja
langsung karena ini bukan
kebijakan kita,” ungkap Sutar-

- midji, kemarin.

Ia menjelaskan belanja
tidak langsung Pemerintah
Kota Pontianakmencapai45,6
persen. Dari jumlah tersebut
9,4 persen untuk sertifikasi
guru.Akibatnya, pemkottidak
bisamemintaformasipegawai

karena belanja pegawainya’
- dianggap masih tinggi. “Kota

Pontianak membuat rumah
sakit. Tetapi formasi yang
diberikan hanya 50 orang, pa-
dahal perlunya200 sampai300

yarkannya,’ ungkap Akim. guru karena persoalan terse-

orang,’ ungkapnya. (uni)
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